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KATA PENGANTAR CETAKAN KE-7 
(EDISI KE-2 CETAKAN KEEMPAT) 


Puji syukur ke hadirat Ilahi, buku ini sudah mencapai 
cetakan keempat. 

Dengan terus mengikuti perkembangan penyusunan kon- 
sep RUU KUHP, maka seluruh rangkaian pasal konsep RUU 
KUHP dalam naskah ini sudah kami sesuaikan dengan Konsep 
RUU KUHP 2012. Kami berharap, semoga penyesuaian dan 
pembaruan ini dapat terus memberikan gambaran utuh per- 
kembangan dan pengembangan RUU KUHP dari masa ke 
masa. 


Semarang, Januari 2014 


Barda Nawawi Arief 
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KATA PENGANTAR CETAKAN KE-6 
(EDISI KE-2 CETAKAN KETIGA) 


Dalam cetakan ke-6 (edisi ke-2, cetakan ketiga) ini, dilakukan 
edit ulang terhadap keseluruhan uraian yang berkaitan dengan Kon- 
sep RUU KUHP, yang berkaitan dengan perubahan UU Narkotika 
yang baru (UU No. 35/2009) dan UU Kekuasaan Kehakiman yang 
terbaru (UU No. 48/2009). 


Di samping itu, ada uraian tambahan di Bab 2 mengenai gagasan 
“proses dua fase” yang terkandung dalam pendapat Sheldon Glueck 
tentang prinsip-prinsip individualisasi pidana. Dalam Bab 8, juga ditam- 
bahkan penjelasan RUU KUHP tentang perubahan posisi pidana tambahan 
yang berbeda dengan yang diatur dalam KUHP (Wvs). 


Semarang, Agustus 2011 


Barda Nawawi Arief 
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KATA PENGANTAR CETAKAN KE-4 
(EDISI KE-2 CETAKAN PERTAMA) 


Setelah cukup lama edisi pertama buku ini tidak dicetak ulang 
(setelah cetakan ketiga tahun 2005), alhamdulillah buku ini dapat 
diterbitkan ulang untuk cetakan keempat edisi kedua. Edisi kedua 
ini merupakan “Edisi Revisi” dengan diberi judul baru: “Bunga 
Rampai Kebijakan Hukum Pidana” (Perkembangan Penyusunan 
KONSEP KUHP BARU). 


Penerbitan ulang edisi Kedua atau edisi Revisi ini terutama di- 
dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 


1. Edisi pertama (yang cetakan pertamanya dimulai pada tahun 
1996) lebih banyak bersumber pada Konsep KUHP 1982/1983 
dan Konsep 1991/ 1992 (edisi Desember 1992 dan edisi Maret 
1993), sementara saat ini Konsep KUHP sudah mengalami 
perubahan dan perkembangan s/d Konsep 2006/2007. Oleh 
karena itu, dalam edisi revisi ini disampaikan berbagai informasi 
perkembangan penyusunan konsep tersebut. 


2. Menurut informasi, Konsep terakhir 2007 sudah diagendakan 
dalam program legislasi nasional (PROLEGNAS) dan menjadi 
prioritas pembahasan DPR untuk tahun 2008. Oleh karena itu, 
informasi perkembangan penyusunan Konsep KUHP dalam bu- 
ku ini diharapkan dapat memberikan masukan/kontribusi bagi 
kalangan legislatif, akademisi, dan masyarakat luas, terutama 
pada saat pembahasan RUU KUHP. 


Patut dicatat, bahwa tidak semua materi disesuaikan dengan per- 
kembangan Konsep KUHP terakhir (2006/2007). Agar perkem- 
masi yang bersumber dari Konsep KUHP yang terdahulu tetap 
dipertahankan, tetapi dengan diberi penjelasan mengenai perkem- 
bangan Konsep berikutnya. Hal ini dimaksudkan, agar tetap dapat 
diikuti riwayat perkembangan/perubahannya. 


Beberapa perubahan/revisi dalam edisi kedua ini, sebagai beri- 
kut: 
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1. 


Penyesuaian Bab XIII (Perkembangan Delik Kesusilaan), dikait- 
kan dengan perkembangan konsep-konsep berikutnya (Konsep 
Maret 1993 s/d Konsep 2006/2007). 

Penambahan bab baru (dimasukkan dalam Bab XV) berjudul 
“Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet dalam Kon- 
sep RUU KUHP” yang berasal dari makalah Seminar “Relevansi 
KUHP dalam Upaya Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia”) 
di FH UNUD, 30 April 2005. 

Perubahan Bab XVII lama menjadi Bab XVII Baru (Perkembangan/ 
Perubahan Formulasi Konsep RUU KUHP) yang disesuaikan 
dengan perkembangan penyusunan Konsep 2006/2007. 
Perubahan dan penggantian materi Bab XVI lama menjadi Bab 
XVII baru, dengan diberi judul “Antisipasi Penyusunan Hukum 
Acara Pidana yang Akan Datang (KUHAP Baru) dalam Me- 
nyongsong Berlakunya KONSEP KUHP Baru”, bab baru ini 
mengacu pada hasil penelitian tentang ASAS-ASAS DAN NORMA- 
NORMA HUKUM ACARA PIDANA YANG SEJALAN DENGAN 
RUU KUHP, Proyek penelitian BPHN Departemen Kehakiman 
dan HAM R.I. NO. G1-HP.01.03 (tahun 2003) yang diketuai 
oleh penulis. 

Semua penyajian materi Konsep KUHP dalam cetakan sebe- 
lumnya (edisi pertama), dikaitkan dengan perkembangan Konsep 
sampai dengan konsep terakhir (2006/2007). 


Semoga berbagai perubahan dalam buku ini, bermanfaat bagi 


para pembaca dan pemerhati pembaruan hukum pidana, khususnya 
pemerhati perkembangan penyusunan RUU KUHP Baru. 


Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada KENCANA 


PRENADA MEDIA GROUP yang telah bersedia menerbitkan buku 


In1. 


Semarang, Maret 2008 


Barda Nawawi Arief 


UU 
MS 
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BAB 1 


KEBIJAKAN KRIMINAL 
(CRIMINAL POLICY) 


A. PENGERTIAN KEBIJAKAN/POLITIK KRIMINAL 


Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai 
kebijakan kriminal, yaitu:' 


a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang men- 
jadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa 
pidana, 

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan 
polisi. 

c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), 
ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang- 
undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegak- 
kan norma-norma sentral dari masyarakat. 


Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, 
bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari 
masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.? Definisi ini diambil 
dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational 
organization of the control of crime by society”. Bertolak dari pe- 
ngertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels 
mengemukakan bahwa “Criminal policy is the rational organization 
of the social reaction to crime” “ Berbagai definisi lainnya yang di- 


# Diedit kembali dari bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukum UNPAR, Ban- 
dung, tgl. 9-13 September 1991. 


Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981, hlm. 113-114 (Lihat juga, Hukum 
dan Hukum Pidana, 1981, hlm. 161). 


Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, hlm. 38. 
Marc Ancel, Social Defence, 1965, hlm. 209. 
4G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, 1969, hlm. 57. 


» 


u 
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kemukakan G. Peter Hoefnagels ialah: 
a. Criminal Policy is the science of responses. 
b. Criminal policy is the science of crime prevention. 


c. Criminal policy is a policy of designating human behavior as 
crime, 


d. Criminal policy is a rational total of the responses to crime. 


B. HUBUNGAN POLITIK KRIMINAL DENGAN 
POLITIK SOSIAL 


Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikat- 
nya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat 
(social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (so- 
cial welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir 
atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.” Perumusan tujuan politik 
kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu 
laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di 
Tokyo tahun 1973 sebagai berikut: 


Most of group members agreed some discussion that “protection of the 
society” could be accepted as the final goal of criminal policy, although 
not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by 


terms like “happiness of citizens”, “a wholesome and cultural living”, 
“social welfare” or “eguality.” (garis bawah dari penulis) 


Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada 
hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, 
kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Secara 
skematis hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut: 


5 Ibid., hlm. 57, 99, 100. 
8 Summary Report, Resource Material Series No. 7, UNAFEI, 1974, hlm. 95. 


4 xg 
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Bab 1 Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) 


Social Welfare Policy 
Social Policy 


L 


( Social Defence Policy 3 


Criminal Policy 


Sehubungan dengan skema di atas, G. Peter Hoefnagels juga me- 
ngemukakan:' 
“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the 
law enforcement policy. ........ The legislative and enforcement policy is 
in turn part of social policy”. 


Berdasarkan uraian itu, G. P. Hoefnagels memberikan skema 
sebagai berikut: 


2 . Law Enforcement Social 
Criminal Policy Policy Policy 
influencing view of society on crime law application Fresertisa wihouk 
crime and punishment (mass (practical criminology) funisbssat 


media) 


C. KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM 
PENANGGULANGAN KEJAHATAN 


1. Dari uraian dan skema sebelumnya terlihat, bahwa upaya penang- 
gulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, 
dalam arti: 


7 G. P. Hoefnagels, Op. cit., hlm. 56-57. 


LI) 
ht | 5 
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a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan 
politik sosial. 


b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulang- 
an kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”. 


2. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegra- 
sikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan 
pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernya- 
taan sebagai berikut: 


a. Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum 
pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi ne- 
gatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain. 
penanggulangan kejahatan, pen.), maka hendaknya dilihat da- 
lam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence 
planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari 
rencana pembangunan nasional. 


b. W. Clifford pernah mengemukakan pada “The 32” Inter- 
national Seminar Course on Reform in Criminal Justice” 
pada tahun 1973 di Jepang, sebagai berikut: 


“. On the one hand there is the need for a wider view of 
criminal policy as an integral part of general political and 
social policy of a given country. It is a reflection of local mores 
and customs and a by-product of development. From this wider 
viewpoint criminal policy cannot be something apart from the 
more general social situation but must be developed from it 
and through it”. 


c. Kongres PBB ke-4 mengenai Prevention of crime and the 
Treatment of Offenders tahun 1970 yang tema sentralnya 
membicarakan masalah “Crime and Development” juga per- 
nah menegaskan:'? 


“any dichotomy between a country's policies for social defence 
and its planning for national development was unreal by de- 
finitions”. 


8 Sudarto, Op. cit., hlm. 104. 


9 W. Clifford, Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East, Resource Material 
Series No. 6, UNAFEI, 1973, hlm. 7. 


10 Fourth UN Congress, Report, 1971, hlm. 7. 
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Bab 1 Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) 


d. Kongres PBB ke-5 tahun 1975 juga menegaskan “!! 


“The many aspects of criminal policy should be coordinated 
and the whole should be integrated into the general social 
policy of each country”. 


e. Dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan oleh Kongres PBB 
ke-6 tahun 1980, antara lain ditegaskan:'? 


- Crime prevention and criminal justice should be considered in 
the context of economic development, political system, social 
and cultural values and social change, as well as in the context 
of the new international economic order. (Deklarasi No. 2) 


-— Itis a matter of great importance and priority that programmes 
for crime prevention and the treatment of offenders should be 
based on the social, cultural, political and economic circum- 
stances of each country, in a climate of freedom and respect 
for human rights, and that member states should develop an 
effective capacity policy, coordinated with strategies for social, 
economic, political, and cultural development. (Deklarasi 
No.3). 


f. Dalam salah satu pertimbangan “Milan Plan of Action” yang 
dihasilkan Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan (Italia) 
juga ditegaskan, bahwa: ' 


"Crime prevention and criminal justice should be considered 
in the context of economic development, political systems, 
social and cultural values and social change, as well as in the 
context of the new international economic order. The criminal 
justice system should be fully responsive to the diversity of 
political, economic, and social systems and to the constanily 
evolving conditions of society". (Pertimbangan No. 4, pen.) 


g. Di dalam “Guiding Principles for Crime Prevention and Cri- 
minal Justice in the Context of Development and a New 
International Economic Order” yang juga dihasilkan oleh 
Kongres PBB ke-7 di Milan, antara lain dinyatakan (di da- 


1 Fifth UN Congress, Report, 1976, hlm. 4. 
12 Sixth UN Congress, Report, 1981, hlm. 3. 
15 Seventh UN Congress, Dokumen A/CONF.121/L.15, hlm. 3. 
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BAGIAN 1: KEBIJAKAN KRIMINAL DAN ... 


lam sub B mengenai “National Development and the pre- 


vention of crime”. 


Systematic approach 


15. Crime prevention and criminal justice should not be treated as 
isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, 
but rather as complex and wideranging activities reguiring systematic 
strategies and differentiated in relation to: 


(a) The socio-economic, political, and cultural context and 
circumstances of the society in which they are applied. 


(b) The developmental stage, with special emphasis on the 
changes taking place and likely to occur and the related 
reguirements. 


(c) The respective traditions and customs, making maximum 
and effective use of human indigenous options. 


Crime prevention as part of social policy 


21. The criminal justice system, besides being an instrument 
to effect control and deterrence, should also contribute to the 
objective of maintaining peace and order for eguitable social 
and economic development, redressing inegualities and pro- 
tecting human rights. In order to relate crime prevention and 
criminal justice to national development targets, effort should 
be made to secure the necessary human and material resources, 
including the allocation of adeguate funding, and to utilize as 
much as possible all relevant institutions and resources of so- 
ciety, thus ensuring the appropriate involvement of the com- 
munity. 


h. Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, juga masih 
mengakui perlunya pendekatan kebijakan integral seperti 
yang digariskan dalam kongres-kongres terdahulu. Hal ini 
terlihat di dalam dokumen kongres yang berkode A/ 
CONF.144/L.5 mengenai “International cooperation for 
crime prevention and criminal justice in the context of de- 


4 United Nation, Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in 
the Context of Development and a New International Economic Order, UN De- 
partment of Public Information, August 1988, hlm. 9-10. 
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